
a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 teotang perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka petunjuk 
teknls pengadaan barang/jasa di Ungkungan Pemerintah 
Kabupaten Bel<asi yang semuta telah dltetapkan melatul 
Peraturan Bupatl Nomor 5 Tahun 2012 perlu ditinjau dan 
dlsesuaikan kernball; 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dlatas, perubahannya tersebut perlu dltetapkan 
kembali dengan Peraturan Bupatl Bekasi. 

1. Undang,-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-<laerah Kabupaten dalam lingkungan 
Proplnsi Jawa Barat (Serita Negara Tahun 1950 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam lingkungan Pripinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833}; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}; 
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4. Ulldang-Uxlang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang 
Pememtahan Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Nomor 4437), sebagalmana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan o-ah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Norn<>, 

4844); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang 

Pembentukan Peraturan Perudang-Undallgan (Lembaran 
Negara Republik Indooesla Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234}; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Koostruksi (Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957} 
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubftk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kall dlubah terakhir dengan Peraturan Preslden 
Republlk lndooesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Aksi Pencegahan clan Pemberantasan Korupsi 
.Tahun 2012; 

10. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman PengelOlaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengeloiaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupilten Bekasl 
Tahun 2009 Nomor 7} sebagaimana telah beberapa kall 
dlubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabuparen 
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2012 
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i· BUPATI BEKASil'f 

Ditetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggal 28 Des<>nbOr 2012 

Peraturan lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasatn 

Lamplran Peraturan Bupati BekaSi Nornor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pengadaan Barang/Jasa di Llngkungan Pemerintah Kabupaten BekaSi diubah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Jni. 

Pasal I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGADAAN BARANG/JASA DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

LZ.P!!ratinr oaeran Kallupaten Bek.asr Nomor 3 Tahun 2010 
ter1G11g J?;elca ,a Pembangunan Jangka panjang Daerah 
Tahoo 2oos-202s (Lembaran Daerah Kabupaten BekaSi 
Tahun 2010 Nomor 3); 

13.Peraturan Bupatl Bekasi Nomor 14.B Tahun 2007 tentang 
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daetah dl 
Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14.8); 

14.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 20U tentang 
Pembentukan Unit Pelayanan Tel<nis Dinas Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Secara Bektronlk pada Dinas 
Komunikasi clan lnfoonatika Kabupaten Bekasi (Berita 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 43). 


